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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

Kegiatan Penilikan Ke-3 pada IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi 

Di Kabupaten Kutai Timur – Prov. Kalimantan Timur 

 

a. Tanggal Audit : 1 – 8 November 2021 

b. Metode : Onsite Audit 

c. Kriteria Audit yang 

Digunakan 

: 1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT 

2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT 

 

 

 

I. IDENTITAS LPPHPL 

 

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 

4. Nomor Telpon 

Email 

: 0541-747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

5. Direktur : Ir Kurnia, IPU 

6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap Ketua Tim Audit) 

b) Hera Hendrasana, S Hut (Auditor PHPL Prasyarat ) 

c) Wuri Pratini Hawiati, S Hut (Auditor PHPL Produksi dan VLK Hutan) 

d) Mahardika Larasati, S Hut (Auditor PHPL Ekologi) 

7. Pengambil 

Keputusan 

: Ir Kurnia, IPU 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

1. Nama Unit Manajemen : PT SANTAN BORNEO ABADI 

2. Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kec. 

Balikpapan Selatan, Balikpapan 

3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 

4. SK IUPHHK-HT : SK Menteri Kehutanan No. SK 313/Menhut-II/2011 Tanggal 15 Juni 2011 

5. Luas dan Lokasi  : ± 37.825  Hektar di Kab. Kutai Timur  Prov. Kalimantan Timur 

6. Pengurus Perusahaan : Direksi : 

Ir. Johannes Perangin-Angin (Direktur) 

 Komisaris : 

Soeprijadi (Komisaris Utama) 

7. Nama MR Auditee : Slamet 
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PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 
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III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 PHPL 

 

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian 

Waktu : 1 November 2021 

Tempat : Samarinda  

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 

13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta 

informasi tambahan lainnya terkait auditee. 

 

2. Pertemuan Pembukaan 

Waktu : 2 November 2021 

Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Santan Borneo Abadi  

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Santan Borneo Abadi yang ditugaskan 

mendampingi auditor. 

b) Auditee memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan 

ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai timeline 

kegiatan audit yang ditetapkan.. 

c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form 

P01-3.11 Rev.1 13/1/2021. 

 

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

Waktu : 2 – 6 November 2021 

Tempat : On-site / Lokasi areal kerja IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan 

pada rentang waktu: 

- 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, 

ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan 

- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu 

b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan 

secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan. 

c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma 

kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat 

menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a 

(Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), 

dan  P01-4b.09a (standar VLK). 

 

4. Pertemuan Penutupan 

Waktu : 7 November 2021 

Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Santan Borneo Abadi 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Santan Borneo Abadi yang ditugaskan 

mendampingi auditor. 

b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan 

kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta 

kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.  

c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan 

menandatangani dokumen:  

- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15; 

- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan 

- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14. 
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5. Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian 

Waktu : 8 November 2021 

Tempat : Samarinda 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang 

diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan 

kegiatan sertifikasi selanjutnya. 

c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9  

 

6. Pengambilan Keputusan 

Tanggal : 27 November 2021 

Keputusan 

Penilaian 

 

: a) PT Santan Borneo Abadi dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL 

dengan predikat BAIK (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 82,54% tanpa verifier 

dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK) 

b) Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Santan Borneo 

Abadi dipertahankan dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) 

tahun. 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT 

1.1  KRITERIA PRASYARAT 

1.1.a  Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

1. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman 

TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta 

TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA memiliki dokumen legalitas perusahaan (a.l. akta perusahaan, NIB dan NPWP), legalitas 

IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 

2011 dan kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai dengan realisasinya yaitu 

Pedoman Tata Batas/ Pernyataan No 269/PB/IUPHHK-HT/2011 tanggal 21 November 2011, 

Instruksi Kerja Tata Batas No 65/ITK/BPKH IV-2/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan Laporan TBT No. 

115/BPKH IV-2/2014 tahun 2014. 

2. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA telah merealisasikan tata batas 100 % (sudah temu gelang) yang dibuktikan dengan 

Laporan TBT No. 115/BPKH IV-2/2014 tahun 2014. Hasil verifikasi lapangan menunjukan 

kesesusian pal batas dengan peta TBT.   

3. Verifier 1.1.3 : Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK) 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat konflik batas berupa tumpang tindih areal dengan :  

• Kebun sawit PT Telen seluas ±380 Ha (pada jalur tata batas PT SBA sepanjang 4,9 Km) 

• PT Wahana Tunggal Cemerlang seluas ±283 Ha (pada jalur tata batas PT SBA sepanjang 4,2 

Km) 

• Klaim lahan oleh masyarakat seluas ± 2.142 Ha (update Oktober 2021) 

Terdapat bukti upaya PT SBA melakukan monitoring dan penyelesaian konflik lahan, antara lain 

selama tahun 2021 telah dilakukan penyelesaian ± 601 Ha lahan klaim. 

4. Verifier 1.1.4 : Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. 

(Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : N/A 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan, kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur masih 

tetap mengacu pada: 

• Peta Kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran SK Menhut 

Nomor 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) 

• Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur s/d 2017 

(Lampiran SK Men-LHK Nomor SK. 8105/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 

November 2018) 

Fungsi kawasan hutan pada dokumen RKUPHHK PT SBA Periode 2012-2021 telah mengacu 

pada peta-peta tersebut. Jadi tidak ada perubahan fungsi Kawasan hutan dan luas areal kerja PT 

SBA. 

5. Verifier 1.1.5 : Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA telah mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan sebagai berikut: 

1. IPPKH PT Indexim Coalindo sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.837/Menhut-

II/2014 Luas 5.732,72 tanggal 29 September 2014 

2. IPPKH PT Ganda Alam Makmur sesuai dengan SK KLHK Nomor 

SK.888/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 

3. IPPKH PT Ganda Alam Makmur sesuai dengan SK KLHK Nomor 

SK.889/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 

4. Overlapping seluas ± 380 Ha dengan izin HGU Perkebunan kelapa sawit PT Telen Nomor 

SK.38-HGU-BPN-RI 2007 tanggal 18 September 2007 

5. Overlapping seluas ± 283 Ha dengan kebun sawit PT Wahana Tunggal Cemerlang. 

6. Klaim lahan oleh masyarakat seluas ± 2.142 Ha (update Oktober 2021), existing berupa 

kebun sawit dan pemukiman masyarakat. 

Belum ada bukti bahwa PT SBA telah menyampaikan pelaporan penggunaan kawasan tersebut 

kepada instansi terkait. Terakhir ada bukti penyampaian data tumpang tindih dengan areal kebun 

sawit kepada APHI melalui Surat PT SBA Nomor 030/SBA/IX/2021 tanggal 14 September 2021. 

6. Verifier 1.1.6  Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK 

 Bobot  Dominan 

 Nilai  BAIK 

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal PT SBA berupa tumpang tindih areal dengan 

kebun sawit PT Telen dan PT Wahana Tunggal Cemerlang, serta klaim lahan oleh masyarakat ± 

2.142 Ha (update Oktober 2021). Terdapat bukti upaya PT SBA menyelesaikan konflik lahan 

tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama periode 2021 telah diselesaikan ±601 

Ha lahan klaim. Penguasaan areal IUPHHK-HTI diluar areal IPPKH oleh PT SBA sekitar 80,32% 

dari luas areal IUPHHK atau 92,55% dari luas areal IUPHHK setelah dikurangi areal IPPKH (>80 

%). 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 87,50 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

1.1.b  Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta 

Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Tersedia visi, misi dan tujuan perusahaan PT SBA yang ditandatangani oleh Management PT 

SBA pada tanggal 19 November 2020 (sesuai dengan SK sebelumnya yakni 

SK/001/SBA/I/2015 tanggal 6 Januari 2015).  

• Visi dan misi PT SBA telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yakni 

memuat aspek-aspek kelestarian produksi, lingkungan dan sosial masyarakat serta standar 

kesehatan dan keselamatan kerja.  

• Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan kepada karyawan, pekerja kontraktor dan 

masyarakat.  

2. Verifier 1.2.2 : Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan, PT SBA telah mengembangkan perangkat 

organisasi antara lain struktur organisasi dan jobdes yang mencakup aspek-aspek PHPL, 

menyediakan SDM dalam jumlah dan kompetensi yang cukup memadai walaupun kecukupan 

GANISPHPL dan penempatannya masih kurang, menyediakan sarana, perlengkapan dan 

peralatan yang memadai, serta menetapkan perangkat kebijakan, antara lain berupa SOP dan 

Work Instruction (WI) pada masing-masing bidang kerja (departemen).  

• PT SBA telah menerapkan standar sertifikasi PHPL skema mandatory Kementerian KLHK 

sejak 2018 dan SMK3 mulai 2021.  
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• Implementasi pembangunan HTI belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan, 

antara lain:   

- Belum ada kepastian kawasan dalam bentuk penetapan areal kerja dan masih terdapat 

konflik status lahan (tenurial)  

- Realisasi pembangunan HTI masih rendah, misalnya capaian pada 2020 : 

▪ Pengadaan bibit 30% 

▪ Penyiapan lahan tanaman pokok 37% 

▪ Penanaman 17,25% 

- Rencana kelola sosial belum sepenuhnya berbasis pada konsultasi dan partisipasi 

masyarakat desa binaan dan/atau terdampak.  

3. Verifier 1.2.3 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ 

organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPHPL) di 

lapangan pada bidang kegiatani pengelolaan hutan sebagai berikut: 

• Berdasarkan ketersediaan sarjana kehutanan dan GANISPHPL pada setiap bidang : 66,67% 

• Berdasarkan ketersediaan GANISPHPL pada setiap bidang : 66,67% 

• Berdasarkan ketersediaan pemenuhan jumlah GANISPHPL secara keseluruhan : 66,67% 

4. Verifier 1.2.4 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tidak tersedia rencana peningkatan kompetensi SDM yang jelas berbasis kebutuhan sesuai 

pemenuhan peraturan yang berlaku, misalnya pemenuhan kekurangan GANISPHPL, pelatihan 

personil DAMKARHUTLA dan tenaga pengamanan. Berdasarkan kebutuhan sesuai pemenuhan 

peraturan yang berlaku, realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SBA tahun 2021 <70%, yakni 

realisasi 2 kegiatan training GANISPHPL PKB-R, penambahan GANISPHPL KURPET 1 orang dan 

GANISPHPL PKBR 1 orang. 

5. Verifier 1.2.5 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan. 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen ketenagakerjaan PT SBA tersedia lengkap, seperti daftar tenaga kerja, Peraturan 

Perusahaan, Perjanjian Kerja, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, kebijakan kebebasan berserikat, LKS 

Bipartit, standar upah minimum, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan P2K3.  

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 79,17 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

 

1.1.c  Indikator 1.3 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan 

Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI 

1. Verifier 1.3.1 : Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Tersedia struktur organisasi PT SBA dan job description yang ditetapkan berdasarkan SK 

Direktur No. 013/SBA/DIR/III/2020 tanggal 3 Maret 2020. 

• Struktur organisasi yang berlaku mencakup aspek-aspek kelola dalam memenuhi kerangka 

pengelolaan hutan produksi lestari, antara lain : 

- Aspek produksi : Planning, Plantation, Harvesting, Nursery 

- Aspek linkungan : Health Safety and Environment, Social Security License (SSL) 

- Aspek sosial : Social Security License (SSL) 

• Struktur Organisasi PT SBA dilengkapi dengan jabatan/level dan personil yang relevan dengan 

sruktur yang berlaku saat ini dan tersedia jobdes bagi setiap jabatan/level. 
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2. Verifier 1.3.2 : Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Terdapat Bagian IT di Head Office Balikpapan yang menangani ketersediaan perangkat keras 

dan lunak (aplikasi) untuk mendukung SIM yang digunakan di PT SBA.  

• Bagian yang bertanggung jawab dan menangani perangkat keras SIM di lapangan adalah 

Departemen Common Services 

• PT SBA memiliki perangkat keras yang memadai untuk mendukung SIM, antara lain PC, IP 

Phone, Menara Radio, HT, Radio Rig, Radio Mobil, Drone dan GPS.  

• Aplikasi SIM internal perusahaan yang tersedia antara lain :  

- Outlook 2016, seluruh karyawan memiliki akun email outlook kecuali mandor 

- PIMS, sistem informasi dan monitoring kegiatan plantation dan harvesting 

- Sage Accpac, sistem input dan output barang 

- HRMS, sistem input absensi dan pengupahan 

- Zoom, koordinasi kerja dan rapat online 

- WhatsApp Group, media koordinasi tiap dan antar departemen     

3. Verifier 1.3.3 : Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan 

kepatuhan pengisiannya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada Kemen-LHK 

yang telah ditunjuk oleh Direktur PT SBA, yakni operator SEHATI, SIPUHH Online, SIPNBP, 

SIPONGI dan SIGANISHUT.  

• Operator-operator tersebut dapat menunjukkan penggunaan aplikasi masing-masing SIM 

tersebut dan bukti pemenuhan kewajiban pengisiannya sesuai ketentuan, kecuali SEHATI.  

4. Verifier 1.3.4 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Tersedia SPI PT SBA yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT SBA Nomor 

14/DIR/SBA/V/2021 tanggal 3 Mei 2021. Struktur SPI PT SBA terdiri dari Ketua SPI dan 3 

orang anggota. 

• Selama periode 2021 telah dilaksanakan 2 kali kegiatan internal audit berupa Stock Opname 

barang pada area Gudang dan Nursery.  

• Lingkup pelaksanaan internal audit periode 2021 tidak mencakup seluruh bagian atau tahapan 

kegiatan pengelolaan HTI. 

5. Verifier 1.3.5 : Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Terdapat pelaksanaan kegiatan internal audit dan monitoring, antara lain stock opname oleh 

SPI, Inspeksi Terencana (a.l fuel station, TPS B3, Nursery, Road Estate, APAR, dll), 

pemantauan lingkungan (pelaksanaan RPL) dan monitoring tanaman. 

• Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen terhadap sebagian hasil monitoring 

dan evaluasi, namun belum tersedia sistem terdokumentasi yang menunjukkan bahwa 

tindakan-tindakan pencegahan dan perbaikan yang dilakukan adalah berbasis monitoring dan 

evaluasi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 79,17%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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1.1.d  Indikator 1.4 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.4.1 : Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi kandungannya 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Tidak dapat ditunjukkan bukti bahwa RKT 2021 telah disosialisasikan kepada masyarakat desa 

sekitar. 

• Pada periode 2021 PT SBA dapat melakukan pembukaan lahan dari hasil penyelesaian klaim 

lahan oleh masyarakat seluas ±601 Ha dan dapat ditunjukkan proses kesepakatan dan 

penyelesaiannya. 

2. Verifier 1.4.2 : Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Tidak dapat ditunjukkan bukti sosialisasi (terdokumentasi) mengenai rencana CSR 2021 

• Kegiatan sosialisasi CSR dilakukan melalui kunjungan-kunjungan personil PT SBA kepada 

masyarakat secara informal dan tidak terdokumentasi. 

• Terdapat bukti realisasi kelola sosial (CSR) 2021 sebanyak 13 kegiatan senilai Rp. 

157.850.000,-. Kegiatan CSR dilakukan sebagian besar di 2 desa (Desa Baay dan Desa 

Pengadan). Proses realisasi CSR berdasarkan pengajuan atau proposal dari masyarakat. 

3. Verifier 1.4.3 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: • Tersedia penetapan kawasan lindung berdasarkan SK Direktur PT SBA Nomor 041/SBA-EHS 

VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dengan luas 8.817 Ha, terdiri dari sempadan sungai (1.191 

Ha), sempadan sungai yang overlap dengan IPPKH PT GAM (114 Ha), Hutan Lindung (2.191 

Ha), Buffer Zone Hutan Lindung (790 Ha) dan kawasan lindung hasil AMDAL (4.531 Ha.) 

• Penetapan jenis kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI PT SBA 

Periode 2012-2021. 

• Proses mendapatkan persetujuan dari masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. 

Dapat ditunjukkan bukti sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat Desa Baay dan Desa 

Pengadan, sedangkan kepada masyarakat Desa Kraitan belum dilakukan. Persetujuan dari 

masyarakat baru diperoleh dari sebagian masyarakat desa binaan dan/atau desa terdampak 

yakni 66,67%. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

1.2  KRITERIA PRODUKSI 

1.2.a  Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari  

1. Verifier 2.1.1 : Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh 

pejabat yang berwenang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi telah menunjukan dokumen rencana jangka Panjang (management 

plant) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang : 

1. Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 

Industri Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, 

Periode Tahun 2012 – 2021 PT Santan Borneo Abadi yang telah disetujui melalui Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 5288/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019, dokumen ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 31 Mei 2019, an Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal 
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Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktur Jenderal PHPL Dr Hilman Nugroho 

(NIP.19590615 198603 1 004) dan dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 50.000 

2. Karena Dokumen RKUPHHK-HT periode 2012-2021 akan habis masih berlaku pada tanggal 

31 Desember 2021. PT Santan Borneo Abadi telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HT 

periode 2022-2031, sudah distujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor SK.1250/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 

tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun periode tahun 

2022-2031 an. PT Santan Borneo Abadi di Provinsi Kalimantan Timur.  Dokumen ditetapkan 

di Jakarta an Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Plt.Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari Ttd Dr.Ir. Bambang Hendroyono,MM.NIP.19640930 198903 1001, 

Salinan sesuai dengan aslinya d,Kepala Bagian hukum dan Kerjasama Teknik (Fahrurraza, 

SH NIP. 19631015 199403 1002 dan dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 50.000 

3. Hasil penelaahan proses penerbitan Dokumen RKUPHHK-HTI dan SK persetujuan, tidak 

terdapat peringatan terkait pemenuhan dokumen RKUPHHK-HTI tersebut 

2. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Hasil telaahan dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK tentang kesesuaian implementasi penataan 

areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang, diperoleh hasil sebagai berikut: 

RKT 2020 :  

➢ - % Kesesuaian Rencana PAK : 58 %  

➢ - % Kesesuaian Tata Ruang : 73 %  

RKT 2021 :  

➢ - % Kesesuaian Rencana PAK : 59 %  

➢ - % Kesesuaian Tata Ruang : 76,6 % 

Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/ petak) sebagian tidak sesuai dengan 

RKUPHHK Ketidaksesuaian ini terjadi secara umum dikarenakan tidak terealisasinya penyiapan 

lahan dan penanaman sesuai dengan tata waktunya, disebabkan sebagian lahan terdapat klaim 

baik dari masyarakat maupun perusahaan tambang dan kebun sawit.  

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Hasil uji petik secara sampling IS 5% terhadap keberadaan dan kualitas batas blok dan batas 

petak penanaman di lapangan dimana seluruh pal petak kerja yang diperiksa seluruhnya terlihat 

dengan jelas di lapangan, sebagai berikut : 

1. Plang RKT 2020 pada posisi koordinat 1 °12’21,4’’ N, dan 117° 42’0,1’’E 

2. Batas petak C 720 RKT 2020 pada koordinat 1° 09’52,8’’ N dan 117 °40’13,6’’ E 

3. Plang RKT 2021 pada posisi koordinat 1° 10’26,4’’ N dan 117° 40’37,8’’E 

4. Batas petak A 477 dan A 493 batas RKT 2021 dan 2019 pada koordinat 1° 10’45,8 N dan 

117° 40’48,5’’E 

5. Batas petak A 407 RKT 2021 pada koordinat 1°12’35,2’’ N dan 117°40’22,5’’E 

6. Sempadan sungai Sei Bulungan pada koordinat 1° 8’15,44’’ N dan 117° 38’48,4’’E 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: BAIK dengan Nilai mencapai 88,89 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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1.2.b  Indikator 2.2 : Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada 

setiap tipe ekosistem 

1. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi memiliki data potensi tegakan berdasarkan survey potensi 3 (tiga)  

tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 dilengkapi dengan peta PHI (Pre Harvest 

Inventory)  skala 1 : 7.000. 

2. Verifier 2.2.2 : Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat 

volume) 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan berdasarkan Inventarisasi hutan  untuk satu tipe 

ekosistem yang ada dan telah dianalisis dengan nilai  MAI P06, P018, P030, P042 dan  P054, 

namun hasilnya belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan 

Instansi yang membidangi Litbang LHK 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 77,78 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

1.2.c  Indikator 2.3 : Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan  

1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian, yang belum 

dilaksanakan adalah kegiatan pembuatan PSP (Plot Sample Permanent) dan pengamatan hama 

dan penyakit (perlindungan hutan). 

2. Verifier 2.3.2 : Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasrkan data PHI tahun 2021 bahwa nilai MAI sebesar 28,4  M3/Ha/Th sehingga potensi 

sebesar 170,4 M3/Ha sehingga terdapat  potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih 

mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (> 120 m3/Ha)  

3. Verifier 2.3.3 : Tingkat kecukupan potensi permudaan 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian 

pemanenan (≥ 90%) dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan) yaitu 

rata-rata sebesar 98,1 % 

 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 11 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

4. Verifier 2.3.4 : Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia semua kelas umur  dari KU I sd VI, tetapi sebaran luas tidak merata yaitu 

sebesar 73,46 %  sampai masak tebang. Sebaran kelas umur sebagai berikut : 

No 
REALISASI TANAM 

TP TK JUMLAH 

KU I 2256,2 62,2 2318,4 

KU II 500,1 713,8 1213,9 

KU III 2899,6 834,5 3734,1 

KU IV 3554,2 90,5 3644,7 

KU V 4293  4293 

KU VI 2908,6  2908,6 

  16411,7 1701 18112,7 

Sumber : Laporan Bulanan HTI 

Total target luas penanaman tanaman pokok dan kehidupan berdasarkan RKU 24.656 Ha, 

realisasi penanaman seluas 18.112,7 Ha, prosentase sebaran luas sebesar 73,46% 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: BAIK dengan Nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

1.2.d  Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan  

1. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi telah menerbitkan SOP-SOP yang berkaitan dengan 

pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan mulai dari perencanaan pemanenan, operasi 

pemanenan dan pasca pemanenan. SOP untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

pemanenan yang ramah lingkungan telah memenuhi ketentuan teknis. Belum seluruh tahapan 

SOP RIL telah terimplementasikan di lapangan, yang belum terimpelementasikan adalah kegiatan 

pasca pemanenan yaitu pekerjaan yang belum tepat waktu, sampah kayu yang belum diserak 

merata  dan juga penggunaan APD pada beberapa operator tractor. 

2. Verifier 2.4.2 : Limbah pemanfaatan hutan minimal 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat penghitungan limbah pada bulan April sampai Oktober 2020 dengan jumlah limbah 

sebesar 1.056,04 M3 untuk luasan 1.173,7 Ha sehingga Nilai Fe (1.056,04+142.531,5) 

/143.587,5 = 99,28% 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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1.2.e  Indikator 2.5 : Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan 

pada areal kerjanya 

1. Verifier 2.5.1 : Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan 

rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas 

Prov, self approval). 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen RKT  2020 dan 2021 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. Berikut dokumen RKU dan 

RKT tahun 2020 dan 2021 yang telah disahkan. 

No. Uraian Surat Keputusan 

1.  Revisi RKUPHHK-

HTI Periode 2012-

2021 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 5288/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019:   

2.  RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2020 

SK. Direktur PT SBA Nomor: SK-01/SBA/0301/2019 tanggal  03 Januari 2020 

3.  Revisi 

RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2020 

SK. Direktur PT SBA Nomor: SK-11/SBA/2108/2020 tanggal 21 Agustus 2020 

4.  RKT UPHHK-HTI 

tahun 2021 

SK. Direktur PT SBA Nomor: SK-01/SBA/0401/2021 tanggal 4 Januari 2021 

Sumber : SK RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 PT Santan Borneo Abadi, Revisi SK RKUPHHK-HTI Periode 2012-

2021 

Rencana Target penanaman dan pemanenan RKT 2020 dan 2021 telah mengacu ke dokumen 

RKUPHHK 

2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Di dalam peta kerja Revisi RKTUPHHK-HTI 2020 dan peta RKT 2021 telah diuraikan sesuai tata 

ruang HTI, meliputi : Tanaman Pokok (kuning), Tanaman Kehidupan (hijau), serta Buffer zone, 

dan Sempadan Sungai (merah), namun belum menggambarkan lokasi Kawasan Perlindungan 

Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

sesuai dengan lokasi yang tertuang dalam peta kerja Revisi RKUPHHK-HTI dan Lokasi Blok RKT 

2020 juga belum seluruhnya sesuai dengan yang tertuang dalam peta kerja Revisi RKUPHHK-

HTI Periode 2012-2021 

3. Verifier 2.5.3 : Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ 

bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok dan petak tebangan 

diketahui bahwa penataan batas blok tebangan telah dilakukan sesuai dengan peta kerja berupa 

pemasangan tanda-tanda batas blok dan petak RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 namun 

Penadaan kawasan lindung di lapangan belum semua terlihat jelas seperti sempadan sungai Bay  

dan patok KPPN. 

4. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka 

pendek  
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Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan 

tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang 

direncanakan, sebagai berikut : 

Rencana dan Realisasi produksi Tahun 2020 dan 2021 (Oktober) 

NO 
TAHUN 

PRODUKSI 

SATUA

N 
RENCANA REALISASI PROSENTASE 

 

1 CO 2019          

  LUAS Ha 

           

5.616,00  

               

150,50  2,68% 
 

  Volume M3 

           

8.587,02  

           

5.007,66  58,32% 
 

2 MURNI 2020          

  Luas Ha 

           

6.490,70  

           

1.125,10  17,33% 
 

  Volume M3 

               

747,25  

                 

25,33  3,39% 
 

3 2021 (Oktober)          

  Hutan alam/LOA          

  Luas Ha 

           

1.866,70  

               

715,20  38,31% 
 

  Volume M3 

           

4.909,00  

           

1.982,20  40,38% 
 

  Hutan tanaman          

  Luas Ha 

           

3.957,00  

           

1.173,70  29,66% 
 

  Volume M3 

      

574.726,00  

       

142.531,45  24,80% 
 

Sumber : LHP Tahun 2020, 2021, Realisasi RKT dalam dokumen RKT 2020, 2021 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 71,43 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

1.2.f  Indikator 2.6 : Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan 

memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia 

1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kesehatan finansial 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol terhadap Laporan Keuangan tahun 

buku 2020 adalah  wajar tanpa pengecualian dan parameter : Likuiditas >150% yaitu 211,46 % , 

Solvabilitas >150% yaitu 213,52% , Rentabilitas : positif> Suku Bunga yaitu 19,69%. 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79%  yaitu 78,44% dari  kebutuhan kelola hutan yang 

seharusnya berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan pedoman Pedoman 

Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). 
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3. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang proporsional 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) dimana realisasi dana 

terbesar pada kegiatan penanaman 187,17% dan realisasi dana terkecil pada kegiatan 

perlindungan hutan 0% 

4. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar terlihat dari Realisasi alokasi dana 

untuk dana kelola hutan tercapai sebesar 78,44 %, namun beberapa kegiatan dilaksanakan tidak 

sesuai dengan tata waktu seperti kegiatan pemanenan dan penanaman 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Modal yang ditanamankan Kembali ke hutan Realisasi lebih dari 80% yaitu sebesar 91,87% tapi 

belum seluruh kegiatan tanaman pokok dan kehidupan dilaksanakan di lapangan., terutama untuk 

kegiatan pemeliharaan tanaman/hutan. 

6. Verifier 2.6.6 : Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan IUPHHK-HTI < 50% dari yang 

seharusnya (target RKT), seperti pada table berikut : 

NO KEGIATAN SATUAN RENCANA 
REALISASI 

KETERANGAN 
FISIK % 

1 RKT 2020           

  -Tanaman pokok Ha 3025,8 578,8 19,13% 

A. 

crassicarpa 

Eucalyptus  

  -Tanaman kehidupan Ha 3464,9 540,6 15,60%   

  Jumlah   6490,7 1119,4 17,25%   

2 RKT 2021           

  -Tanaman pokok Ha 870 702,1 80,70% 

A. 

crassicarpa 

Eucalyptus 

  -Tanaman kehidupan Ha 996,3 11,1 1,11%   

  Jumlah   1866,3 713,2 38,21%   

Sumber : Laporan Sehati 2020 dan Oktober 2021, Dokumen RKT 2021 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 61,90 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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1.3  KRITERIA EKOLOGI 

1.3.a  Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

1. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi telah mengalokasikan sebagian areal konsesinya sebagai kawasan 

lindung dengan luas sebesar 8.817 Ha. Berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Santan 

Borneo Abadi Tahun 2019 (Periode 2012 – 2021), kawasan lindung PT SBA terdiri dari Sempadan 

Sungai (1.191 Ha); Sempadan sungai overlap dengan IPPKH PT Ganda Alam Makmur (114 Ha); 

Hutan Lindung (2.191 Ha); Bufferzone Hutan Lindung (790 Ha); dan Kawasan lindung hasil 

AMDAL (4.531 Ha). Berdasarkan hasil identifikasi tim perencanaan PT SBA, kawasan lindung 

hasil AMDAL terdiri dari KPPN (100,5 Ha); KPSL (100,6 Ha); dan Karst Murni (4.329,9 Ha).  

Berdasarkan uji petik observasi lapang pada areal kawasan lindung Sempadan Sungai Anak Baay 

(1˚2’37” N 117˚34’29” E); Sempadan Sungai Anak Bulungan (1˚7’43” N 117˚38’29” E); KPPN 

(1˚5’1” N 117˚34’42” E); dan Sempadan Sungai Baay (1˚5’4” N 117˚34’38” E), kondisi biofisik 

kawasan lindung masih baik dan tidak terdapat gangguan terhadap kawasan lindung. 

2. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Panjang batas kawasan lindung di areal PT Santan Borneo Abadi adalah 559,98 km. Total 

kawasan lindung yang telah ditandai dan ditata batas di lapangan sampai dengan audit Penilikan 

Ke-4 S-PHPL adalah 447,75 km (79,96% dari panjang batas kawasan lindung). 

Berdasarkan sampling observasi lapang pada Sempadan Sungai Anak Baay (1˚2’37” N 

117˚34’29” E) dan Sempadan Sungai Baay (1˚5’4” N 117˚34’38” E), ditemukan plang nama 

kawasan lindung di lokasi strategis. Meskipun begitu, tidak ditemukan patok batas kawasan 

lindung. Sementara itu, pada Sempadan Sungai Anak Bulungan (1˚7’43” N 117˚38’29” E) dan 

KPPN (1˚5’1” N 117˚34’42” E), terdapat papan nama kawasan lindung dan terverifikasi terdapat 

patok-patok rintis batas kawasan lindung. Patok kawasan lindung yang dibuat berupa patok kayu 

berwarna merah setinggi ±1 meter. Format penandaan telah sesuai dengan SOP Pengelolaan 

Kawasan Lindung No. 023-SBA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016.  

3. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi memiliki Peta Penafsiran Citra Landsat yang dibuat oleh PT Cendana 

Bakti Mandiri (Mozaik Citra Landsat 7 TM+ Band 543 Path/Row 116/59 Liputan tanggal 7 April 

2021 skala 1: 50.000). Berdasarkan hasil overlay antara peta tersebut dengan peta kawasan 

lindung, diketahui kondisi penutupan kawasan lindung PT SBA meliputi : hutan karst (4.329,9 

Ha); hutan tanaman (238,2 Ha); belukar tua (4.080,9 Ha); perkebunan (44,3 Ha); pertambangan 

(114 Ha); tanah terbuka (7,6 Ha); dan sisanya adalah areal tertutup awan (2,1 Ha). Kawasan 

lindung PT SBA dengan kategori berhutan adalah seluas 8.649 Ha (98,09%) sedangkan areal 

tidak berhutan seluas 165,9 Ha (1,88%). PT SBA telah melakukan penanaman kawasan lindung 

sebanyak 170 batang yang mencakup areal 10,2 Ha dengan jenis-jenis trembesi, jambu mete, 

dan tanaman hutan lokal lainnya. 

Berdasarkan observasi lapang pada Sempadan Sungai Anak Baay (1˚2’37” N 117˚34’29” E); 

Sempadan Sungai Anak Bulungan (1˚7’43” N 117˚38’29” E); KPPN (1˚5’1” N 117˚34’42” E); dan 

Sempadan Sungai Baay (1˚5’4” N 117˚34’38” E), penutupan kawasan lindung cukup rapat 

dengan jenis tegakan hutan alam, dipterocarpa, dan diselingi belukar tua. 
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4. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka 

verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : D 

Nilai : Not Applicable 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Areal IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa areal 

ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan ekosistem gambut dan verifier ini tidak 

dapat diterapkan (Not Applicable). 

5. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi memiliki 3 (tiga) desa binaan, yakni Desa Keraitan, Desa Baay, dan 

Desa Pengadan. Dalam upaya mendapatkan pengakuan kawasan lindung, PT SBA telah 

mengadakan sosialisasi terkait perlindungan satwa dan perambahan hutan pada Desa Pengadan 

dan Desa Baay. Sosialisasi belum dilakukan pada masyarakat Desa Keraitan. Sementara itu, 

untuk mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari karyawan, PT SBA telah menerapkan 

protokol safety induction bagi karyawan/kontraktor baru. Safety induction ini berupa sosialisasi 

karhutla maupun perlindungan flora dan fauna. 

6. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL  

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pengelolaan kawasan lindung PT Santan Borneo Abadi termuat dalam SOP Pengelolaan 

Kawasan Lindung (No. 023-SBA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016). Selama periode 1 tahun 

terakhir, PT SBA telah melakukan beberapa bentuk pengelolaan kawasan lindung dan dibuatkan 

dalam sistem pelaporan, seperti: 1) Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (tersedia 

periode 1 tahun terakhir); 2) Laporan Groundcheck Hotspot; 3) Laporan Patroli HSE dan Fire; 4) 

Berita Acara Satwa dan Perambahan Hutan; 5) Berita Acara Penanaman Bibit Pengayaan; 6) 

Laporan Semester II RKL-RPL Tahun 2020 dan Semester I RKL-RPL Tahun 2021; dan 

sebagainya. Meskipun begitu, belum setiap laporan pengelolaan kawasan lindung tersedia, 

seperti laporan penandaan dan/atau pemeliharaan batas kawasan lindung dan laporan 

pengamanan hutan belum lengkap 1 tahun terakhir. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

1.3.b  Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Santan Borneo Abadi Tahun 2019 (Periode 2012 

– 2021), potensi gangguan hutan di areal PT Santan Borneo Abadi diantaranya: 1) 

Perambahan/okupasi lahan; 2) Perladangan berpindah; 3) Illegal logging; 4) Pencemaran LB3, 

limbah domestik, dan limbah produksi; 5) Kebakaran hutan dan lahan; 6) Hama dan penyakit 

tanaman; serta 7) Gangguan terhadap flora, fauna, habitat, dan ekosistem. Dalam upaya 

mencegah dan mengatasi gangguan hutan tersebut, PT SBA telah membuat beberapa SOP 

terkait perlindungan dan pengamanan hutan. SOP yang ada telah secara jelas menerangkan 

mekanisme pencegahan dan/atau penanganan gangguan hutan dengan disertai rujukan terkait.  
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2. Verifier 3.2.2 : Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, yakni berupa 

sarpras dalkarhutla maupun sarpras security. Berdasarkan Daftar Sarana Prasarana Dalkarhutla 

PT Santan Borneo Abadi Per September 2021 dan verifikasi ketersediaan sarpras di lapangan, 

sarana prasarana dalkarhutla PT SBA masih kurang dari kecukupan dan ketentuan sesuai 

PermenLHK P.32 Tahun 2016 untuk ketetapan 2 regu inti dalkarhutla. Sarana prasarana 

dalkarhutla yang tersedia meliputi helm pengaman 15 buah (kurang 15 buah); sepatu pemadam 

10 buah (kurang 20 buah); sarung tangan 5 pasang (kurang 25 pasang); kapak dua fungsi 7 

buah (kurang 1 buah); gepyok 10 buah (kurang 6 buah); tangki air lipat 1 buah (kurang 9 buah); 

dan sebagainya.  

Sementara itu, sarana prasarana security yang telah tersedia diantaranya mobil patroli (1 unit); 

helm security (36 buah); tameng (5 buah); ring tongkat (17 buah); tali kurt dan peluit (25 buah); 

dan lain sebagainya. Jumlah sarana prasarana security telah memenuhi kebutuhan. PT Santan 

Borneo Abadi juga menyediakan menara api, portal dan pos jaga security, serta memasang 

beberapa rambu-rambu perlindungan hutan.  

3. Verifier 3.2.3 : SDM perlindungan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SDM perlindungan hutan terdiri dari personil security dan dalkarhutla. Personil security PT 

Santan Borneo Abadi merupakan tenaga outsourcing dari PT Satria Elang Nusantara. PT SBA 

memiliki 3 (tiga) regu security yang masing-masing terdiri dari 8 (delapan) personil, termasuk 1 

orang sebagai ketua regu. Dari keseluruhan personil security, masih terdapat 8 orang yang 

belum memiliki ijazah terkait pengamanan hutan. Sementara itu, dalam penyediaan 

brigdalkarhutla, PT Santan Borneo Abadi telah memiliki 2 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu) 

dan 1 regu pendukung dalkarhutla. Personil regu inti dalkarhutla yang telah mengikuti pelatihan 

terkait dalkarhutla dan memiliki sertifikat kompetensi dalkarhutla hanya 3 orang. Lebih lanjut, PT 

SBA belum melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam membentuk regu perbantuan 

(Masyarakat Peduli Api). 

4. Verifier 3.2.4 : Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi telah melakukan serangkaian kegiatan perlindungan hutan, baik melalui 

metode preemtif, preventif, maupun represif. Metode preemtif dilakukan melalui kegiatan 

sosialisasi kawasan lindung dan pemasangan rambu-rambu perlindungan hutan. Metode 

preventif dilakukan melalui pengadaan SOP, sarana prasarana dalkarhutla dan satpam, 

pembentukan personil perlindungan hutan, deteksi dini kebakaran hutan, monitoring FDR, serta 

penyediaan peta rawan kebakaran. Metode represif dilakukan melalui pembuatan dan 

penyampaian laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ke instansi terkait serta 

melakukan updating laporan karhutla dan hotspot secara rutin melalui website SIPONGI. Kegiatan 

perlindungan hutan telah diimplementasikan secara optimal sesuai jenis gangguan yang terjadi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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1.3.c  Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dampak besar dan penting terkait tanah dan air yang potensial terjadi di areal PT Santan Borneo 

Abadi meliputi: 1) Perubahan kualitas udara dan kebisingan; 2) Perubahan kualitas tanah; 3) 

Perubahan laju erosi; 4) Perubahan kualitas air; 5) Perubahan iklim mikro; dan 6) Perubahan 

kelimpahan jenis biota perairan. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan 

maupun penambahan terhadap SOP pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. SOP 

yang ada telah mencakup teknis pengelolaan dan pemantauan berdasarkan masing-masing jenis 

dampak besar dan penting yang potensial terjadi di areal konsesi.  

2. Verifier 3.3.2 : Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT 

Santan Borneo Abadi telah menyediakan beberapa sarana prasarana. Berdasarkan hasil 

observasi lapang, sarana prasarana teknis sipil yang tersedia meliputi: 1) Ombrometer di office 

PT SBA (1˚7’26” N 117˚35’32” E); 2) Thermohygrometer; 3) Stik ukur tinggi muka air pada 

Sungai Baay (1˚5’4” N 117˚34’38” E) dan Sungai Bulungan (1˚8’14” N 117˚38’49” E); 4) Stik 

erosi pada Blok A, B, F, G; 5) Gudang TPS Limbah B3 di site 20 (1˚14’37” N 117˚41’37” E); 6) 

Waterpoint pada beberapa titik; 7) Kolam pemantauan limbah di areal nursery (1˚12’47” N 

117˚39’49” E); dan sebagainya. PT SBA juga telah menyiapkan sarana prasarana teknis vegetatif 

melalui penanaman pohon penahan longsor (1˚8’15” N 117˚38’38” E); pengayaan areal terbuka 

bekas TPK (1˚8’15” N 117˚38’50” E); dan pengayaan di kawasan lindung hutan karst (1˚6’30” N 

117˚34’55” E). Sarana prasarana yang tersedia telah menunjang kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan dampak tanah dan air yang akan dilakukan.  

3. Verifier 3.3.3 : SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi telah memiliki divisi Health, Safety, and Environment yang berperan 

serta dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan 

anggota meliputi : 

1. Estate Manager : Rudi Hartono Sinaga 

2. Ketua Pelaksana : Eka Hadi Wibowo 

3. Wakil ketua : Frank Kende Tonapa 

4. Anggota  : 1) Anggraeni Yunus 

2) Noldis Sandi Kareng 

3) Ray Antong T. 

4) M. Hamim 

PT Santan Borneo Abadi juga memiliki personil GANISPHPL-BINHUT atas nama Muhammad 

Novan Ismail (No. Register 03210004830 masa berlaku 3 Maret 2021 s.d 4 Januari 2023), 

meskipun begitu personil ini ditugaskan pada bagian TUK sehingga tidak secara langsung 

menangani kegiatan pengelolaan lingkungan. 

4. Verifier 3.3.4 : Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

Bobot : D 
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Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Santan Borneo Abadi tertuang dalam 

Dokumen RKL PT Santan Borneo Abadi Tahun 2010 dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT 

Santan Borneo Abadi tahun 2019 (Periode 2012 – 2021). Selama periode 1 tahun terakhir, PT 

SBA telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan 

rencana, diantaranya : 1) Telah melakukan penyiapan lahan dengan sistem terasering, 

penanaman searah garis kontur, dan melakukan penanaman segera setelah penyiapan lahan (±2 

minggu setelah pembukaan lahan (land clearing)); 2) melakukan rehabilitasi di areal terbuka 

bekas TPK; 3) Melakukan pemeliharaan tanaman (pemupukan, pembersihan gulma, 

penanggulangan hama penyakit) sesuai dosis yang ditentukan; 4) Penyiraman jalan lintas 

produksi (hauling) di jalur dekat pemukiman Desa Pengadan; 5) Pemasangan rambu-rambu lalu 

lintas, termasuk pengaturan kecepatan kendaraan agar mengurangi intensitas debu; 6) 

Pembuatan saluran drainase dan aliran resapan air; 7) Penanaman pohon penahan longsor; dan 

8) PT SBA telah melakukan pengelolaan limbah dengan optimal (limbah domestik rumah tangga 

maupun limbah B3). 

5. Verifier 3.3.5 : Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Santan Borneo Abadi tercantum dalam 

Dokumen RKL PT Santan Borneo Abadi Tahun 2010 dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT 

Santan Borneo Abadi tahun 2019 (Periode 2012 – 2021). Selama periode 1 tahun terakhir, 

kegiatan pemantauan dampak tanah dan air yang telah dilakukan meliputi pemantauan iklim 

mikro (suhu dan kelembaban udara); pemantauan kualitas udara; pemantauan kualitas air; 

pemantauan jenis biota perairan; dan pemantauan limbah B3 (neraca limbah B3). Kegiatan 

pemantauan yang belum optimal adalah pemantauan laju erosi dan pemantauan debit sungai 

karena belum dilakukan secara periodik sesuai frekuensinya.  

6. Verifier 3.3.6 : Dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil pemantauan uji kualitas air pada Sungai Mengapoh Hulu, Sungai Mengapoh 

Hilir, dan Anak Sungai Mengapoh menunjukkan bahwa beberapa parameter dominan kualitas air 

seperti kadar TSS, BOD, COD, dan DO rata-rata mengalami peningkatan nilai dari rona awal. Hal 

ini mengindikasikan bahwa masih terdapat indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air di 

areal PT Santan Borneo Abadi. Meskipun begitu, PT SBA telah melakukan upaya dalam 

mengatasi dampak tersebut, yakni melalui pemantauan kualitas air, melakukan pengelolaan 

limbah domestik melalui pemilahan sampah sesuai jenisnya (organik-anorganik), bekerjasama 

dengan PT Sumber Agung Srimarti dalam kegiatan pengangkutan Limbah B3, telah 

melaksanakan monitoring limbah B3 dan menyampaikannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. 

Kutai Timur dan Pemda Kab. Kutai Timur secara rutin. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

: BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

1.3.d  Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 

(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku 

Bobot : D 
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Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, PT SBA telah menyediakan SOP Identifikasi 

Flora dan Fauna (No. 019-SBA-EHS-SOP, tanggal terbit 21 Januari 2019, Revisi ke-1). Metode 

identifikasi flora dilakukan melalui metode kuadrat dengan mengidentifikasi jenis-jenis flora pada 

setiap strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon). Setelah itu, dilakukan inventarisasi melalui 

perhitungan kerapatan jenis, kerapatan relatif, dominansi jenis, dominansi relatif, frekuensi jenis, 

frekuensi relatif, dan INP. Metode identifikasi fauna dilakukan melalui pengamatan secara 

langsung (direct observation) dengan plot sampling berupa jalur/transek dan melalui perjumpaan 

tidak langsung berupa jejak, suara, kotoran, sarang, dan sebagainya. Metode identifikasi fauna 

telah disusun berdasarkan kelas fauna (burung, mamalia, dan reptilia). Prosedur identifikasi telah 

menjelaskan sampai dengan mekanisme pelaporan dan penyampaian ke instansi terkait. 

Prosedur juga telah mengacu kepada aturan-aturan terkait pengkategorian status perlindungan 

flora fauna (PermenLHK P.106 Tahun 2018; CITES; dan IUCN Redlist). 

2. Verifier 3.4.2 : Implementasi kegiatan identifikasi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, PT Santan Borneo Abadi telah melakukan kegiatan identifikasi 

flora dan fauna dilindungi. Meskipun begitu, hasil identifikasi flora belum dilakukan klasifikasi 

jenis sesuai status perlindungan flora fauna (PermenLHK P.106 Tahun 2018; CITES; dan IUCN 

Redlist) serta belum ada inventarisasi hasil identifikasi (perhitungan jumlah s.d INP atau 

keanekaragaman jenis).  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

1.3.e  Indikator 3.5 : Pengelolaan flora untuk : 

▪ Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

▪ Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 

1. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan flora dilindungi PT Santan Borneo Abadi didasarkan pada SOP Pengelolaan 

Flora dan Fauna Dilindungi (SOP No. 026-SBA-EHS-SOP, Tanggal Terbit 10 Januari 2019, Revisi 

Ke-1). Prosedur pengelolaan flora dilakukan melalui pengelolaan in-situ, dengan jenis kegiatan 

meliputi : identifikasi flora secara berkala (1 kali/tahun); perlindungan habitat alami flora melalui 

alokasi kawasan lindung, penandaan batas kawasan lindung, dan pemasangan papan informasi 

kawasan lindung; patroli pengamanan kawasan lindung terhadap kegiatan perambahan dan 

illegal logging; sosialisasi terkait perlindungan dan larangan pemanfaatan flora dilindungi; 

pengelolaan dan pemantauan HCV; serta pengayaan di kawasan lindung yang memiliki tutupan 

kurang baik. SOP ini belum mengadopsi aturan PermenLHK P.106 Tahun 2018 sebagai status 

perlindungan flora dan fauna dilindungi di Indonesia saat ini. Jenis kegiatan pengelolaan flora 

dilindungi pada SOP belum secara spesifik, yakni hanya berbatas kepada pengalokasian dan 

pengelolaan habitat dan belum mengacu pada jenis flora hasil identifikasi. 

2. Verifier 3.5.2 : Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 21 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi telah melakukan beberapa implementasi pengelolaan flora dilindungi 

sesuai dengan SOP, seperti alokasi kawasan lindung, patroli rutin, sosialisasi kawasan lindung 

pada masyarakat dan karyawan, pemantauan HCV/ABKT (tahun 2019), dan penanaman kawasan 

lindung karst. Kegiatan pengelolaan flora yang masih belum optimal adalah identifikasi flora 

dilindungi dimana hasil identifikasi belum dilakukan klasifikasi jenis sesuai status perlindungan 

flora fauna (PermenLHK P.106 Tahun 2018; CITES; dan IUCN Redlist) serta belum ada 

inventarisasi hasil identifikasi. Selain itu, kegiatan pengelolaan flora dilindungi selama 1 tahun 

terakhir juga masih belum spesifik yakni pengelolaan hanya berbasis kepada pengalokasian dan 

pengelolaan habitat. 

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat potensi adanya gangguan terhadap flora 

dilindungi di areal PT Santan Borneo Abadi. Berdasarkan kondisi faktual di lapangan, areal 

kawasan lindung di PT SBA masih berpotensi terjadi gangguan karena terdapat okupasi 

perkebunan sawit seluas 3.542 Ha, dimana sebagian okupasi tersebut terjadi di areal HCV – 

Buffer Karst.  Selain itu, selama periode 1 tahun terakhir masih terjadi 1 kali kebakaran hutan 

dan lahan di Blok A743 seluas 1 Ha karena pembakaran lahan oleh oknum tidak dikenal.  

PT SBA telah melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan flora dilindungi, yakni melalui 

patroli areal, penangkapan pelaku illegal logging, deteksi dini kebakaran hutan, melakukan 

pemadaman pada areal kebakaran, dan sebagainya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

1.3.f  Indikator 3.6 : Pengelolaan fauna untuk : 

▪ Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

▪ Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 

 

1. Verifier 3.6.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, PT Santan Borneo Abadi telah menyediakan 5 jenis 

SOP terkait pengelolaan fauna, meliputi: 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (SOP 

No. 026-SBA-EHS-SOP tanggal terbit 10 Januari 2019, revisi ke-1); 2) SOP Pengelolaan Kawasan 

Lindung (SOP No. 023-SBA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016); 3) SOP Pedoman Penilaian 

dan Pengelolaan NKT (HCV) (SOP No. 011-SBA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016); 4) SOP 

Penanganan Satwa Liar (SOP No. 012-SBA-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016); dan 5) SOP 

Panduan Penyelamatan dan Penanganan Orangutan di Kawasan HTI (SOP No.020-SBA-EHS-SOP 

Tanggal 1 Desember 2016). Kegiatan pengelolaan pada masing-masing SOP telah secara jelas 

menerangkan kegiatan pengelolaan fauna, baik dari pengelolaan habitat maupun pengelolaan 

fauna secara spesifik untuk jenis Orangutan. 

2. Verifier 3.6.2 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Santan Borneo Abadi telah melakukan beberapa implementasi pengelolaan fauna dilindungi 

sesuai dengan SOP yang disusun, seperti alokasi kawasan lindung, penandaan batas kawasan 
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 lindung, pemasangan plang larangan perburuan, patroli pengamanan, sosialisasi kawasan 

lindung dan sosialisasi terkait larangan perburuan; melakukan pemantauan HCV sebagai habitat 

satwa; melakukan monitoring kondisi Orangutan; serta membentuk satgas Orangutan yang 

didukung dengan pelatihan satgas Orangutan. Selama periode 1 tahun terakhir, PT SBA juga 

telah melakukan relokasi Orangutan ke habitatnya akibat Orangutan yang masuk ke areal 

produksi.  

3. Verifier 3.6.3 : Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat potensi gangguan terhadap fauna dilindungi. 

Hal ini didasarkan sesuai kondisi faktual di lapangan bahwa terdapat okupasi perkebunan sawit 

seluas 3.542 Ha, dimana sebagian okupasi tersebut terjadi di areal HCV – Buffer Karst. 

Perambahan menyebabkan potensi perburuan fauna lebih tinggi akibat terbukanya akses 

masyarakat ke kawasan lindung. Selain itu, terdapat beberapa kali kejadian serangan Orangutan 

di kawasan produksi untuk mencari makan. Hal ini menjadi indikasi bahwa pakan Orangutan di 

habitatnya semakin sedikit akibat pembukaan lahan hutan tanaman dan perkebunan. Oleh sebab 

itu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat gangguan pada sebagian jenis fauna dilindungi di 

areal PT SBA. Meskipun begitu, PT SBA telah melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan 

fauna dilindungi, yakni melalui pelatihan satgas Orangutan; relokasi Orangutan; penanaman 

pakan satwa; pemasangan sign board perlindungan hutan, dan sebagainya.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.6 

: BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

1.4  KRITERIA SOSIAL 

1.4.a  Indikator 4.1 : Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan 

Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat 

1. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sesuai Peta Sebaran Desa di sekitar IUPHHK-HT PT SBA skala 1 : 50.000, areal PT SBA secara 

administrasi masuk wilayah Desa Baay & Pengadan Kec. Karangan dan Desa Keraitan Kec. 

Bengalon Kab. Kutai Timur. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SBA memiliki dokumen/laporan mengenai 

pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial dan Wakil masyarakat sekitar areal 

diperoleh informasi bahwa pemanfaatan hasil hutan non kayu yang masih dilakukan oleh 

masyarakat sekitar antara lain Mencari Madu dari pohon Bangeris, mencari Ikan di sungai dan 

sebagian masyarakat masih ada yang melakukan kegiatan berburu binatang dengan jerat, PT 

SBA telah melakukan monitoring kegiatan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengelolaan 

Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang digunakan Warga Masyarakat. 

Pada periode Penilikan ke-3, Rencana pemanfaatan SDH PT Santan Borneo Abadi dituangkan 

dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021 (jangka panjang), rencana 

tahunan dalam RKTUPHHK–HTI tahun 2021, dan dibidang kelola sosial PT SBA tidak memiliki 

Rencana Operasional Kelola sosial/Project Plan Tahun 2021 (rencana kelola sosial mengacu 

pada rencana yang ada dalam dokumen RKTUPHHK-HT). 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 23 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

2. Verifier 4.1.2 : Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif 

dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif; SOP 

Penanganan Klaim,  Tuntutan, Bantuan dan Pembalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik 

Lahan (telah mengacu pada Perdirjen P.5 Tahun 2016), serta telah diimplementasikan dalam 

penataan batas partisipatif batas desa sekitar dan penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan. 

3. Verifier 4.1.3 : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SBA telah memiliki mekanisme yang 

lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP 

Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat, SOP Kelola Sosial 

(CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 

Kayu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), SOP Studi Dampak Sosial (SDS) dan SOP 

Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja, serta telah diimplementasikan dalam kegiatan Rekruitmen 

Tenaga Kerja, Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat, Kesepakatan/MoU Kemitraan dengan 

masyarakat sekitar (Tahun 2021 ada 2 MoU PT SBA dengan KT Desa Pengadan) dan Program 

Kelola Sosial lainnya. 

 

4. Verifier 4.1.4 : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen 

dengan kawasan kehidupan masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sesuai Peta Sebaran Desa di sekitar IUPHHK-HT PT SBA skala 1 : 50.000, areal PT SBA secara 

administrasi masuk wilayah Desa Baay & Pengadan Kec. Karangan, dan Desa Keraitan Kec. 

Bengalon Kab. Kutai Timur. 

Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2021, hasil identifikasi areal Klaim oleh 

masyarakat  di areal PT SBA pada tahun 2020 tersisa 4.530,1 Ha dan pada Tahun 2021 sd. Bulan 

Oktober 2021 terselesaikan dengan PHBM dan Ganti rugi seluas 601 Ha, sisa klaim 3.542,1 Ha, 

areal yang tersisa berupa Kebun Sawit & Karet milik masyarakat atau kelompok masyarakat 

sekitar areal. 

Batas Lahan klaim hanya sebatas deliniasi di peta secara sepihak karena sifatnya identifikasi dan 

masih terus diupayakan penyelesaian dengan pola pembayaran tali asih dan Kemitraan. 

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT SBA  memiliki sebagian bukti 

terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan 

kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat. 
 

5. Verifier 4.1.5 : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-3, PT SBA dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat 

persetujuan dan dukungan dari  pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT PHK, telah disetujuinya 
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RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021 & Revisinya dan RKTUPHHK-HTI PT SBA Tahun 2021, 

serta telah mendapat dukungan dari sebagian masyarakat sekitar. 

Pada areal PT Santan Borneo Abadi masih terdapat konflik klaim lahan oleh masyarkat sekitar 

dan terdapat upaya dari PT Santan Borneo Abadi untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui 

Kerjasama Kemitraan dan Pembayaran Tali Asih dan masih terdapat klaim lahan yang belum 

diselesaikan. 

Pada periode 1 tahun terakhir, kegiatan operasional PT SBA telah mendapat persetujuan oleh 

sebagian para pihak dan masih ada konflik pemanfaatan lahan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai  80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

1.4.b  Indikator 4.2 : Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan 

yang Berlaku 

1. Verifier 4.2.1 : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI 

Periode tahun 2012 – 2021 & Revisinya, RKTUPHHK-HTI PT SBA Tahun 2021, Laporan Kegiatan 

CSR Tahun 2021 (sd. Oktober 2021) dan terdapat MoU Kesepakatan Kemitraan dengan 2 (dua) 

Kelompok Tani, akan tetapi PT SBA tidak memiliki Rencana Operasional kelola sosial (Project 

Plan) tahun 2021 serta realisasi kegiatan CSR tidak sesuai dengan rencana yang terdapat dalam 

dokumen RKTUPHHK-HT. 

2. Verifier 4.2.2 : Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. SBA telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap 

masyarakat dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran 

dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan 

Bersama Masyarakat, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan, SOP Hutan Tanaman 

Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Hasil 

Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan telah diimplementasikan di lapangan. 

3. Verifier 4.2.3 : Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA memiliki bukti sosialisasi di desa Baay dan desa Pengadan, akan tetapi tidak ditemukan 

bukti sosialisasi di desa Keraitan. Berdasarkan bukti yang tersedia, sosialisasi yang dilakukan 

oleh PT SBA hanya terkait kegiatan L/C, Satwa dan Perambahan Hutan. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT SBA telah 

melakukan Sosialisasi kepada sebagian masyarakat sekitar terkait Kegiatan operasional PT SBA, 

dan PT SBA tidak menjelaskan secara khusus terkait rencana/program CD/CSR perusahaan yang 

akan dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing desa binaan. 

PT SBA memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan. 
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4. Verifier 4.2.4 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT SBA terhadap masyarakat/implementasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat meliputi : 

A. Realisasi Kegiatan CSR PT SBA Tahun 2021 

B. Pembayaran Fee Kayu Alam untuk Desa Pengadan Rp. 13.376.900,- 

C. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal 4 orang dari 99 karyawan (karyawan tetap). 

D. Pemanfaatan Kontraktor/Borongan dari Lokal ada 7 dari 14 kontraktor 

E. Kesepakatan Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Tani ada 2 MoU (NKK masih proses) 

dan 1 MoU Kerjasama PHBM 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan responden (wakil 

masyarakat sekitar areal), dapat disimpulkan bahwa PT SBA telah merealisasikan sebagian 

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH, realisasi kegiatan 

CSR PT SBA terhadap masyarakat sekitar masih belum optimal dan baru dirasakan oleh 

sebagian masyarakat). 

5. Verifier 4.2.5 : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi tertuang dalam Realisasi Kegiatan CSR PT SBA Tahun 2021, BA Serah Terima 

Bantuan/Sumbangan tahun 2021, serta bukti-bukti lainnya (kuitansi, dokumentasi dan kegiatan 

fisik), akan tetapi tersedia sebagian.  

Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan sesuai SOP Penetapan Program, 

Anggaran, dan Pelaporan CSR, Laporan Kelola Sosial/CSR dibuat secara periodik 6 (enam) bulan 

sekali, akan tetapi PT Santan Borneo Abadi belum membuat laporan secara periodik setiap 6 

(enam) bulan sekali dan belum menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang (yang 

dilengkapi bukti tanda terima). 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai  73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

1.4.c  Indikator 4.3 : Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak. 

1. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-3, PT SBA memiliki sebagian data dan informasi terkait masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH tertuang dalam dokumen : Revisi RKUPHHK-HT PT SBA periode tahun 2012 - 

2021, Realisasi Kegiatan CSR & BAST Bantuan/sumbangan PT SBA Tahun 2021 (sebagian), Daftar 

Karyawan dan Kontraktor, Identifikasi Klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan Kajian Kekinian 

Aspek Sosial (Social Mapping) Pada Wilayah Hutan Tanaman Industri PT SBA Kabupaten Kutai 

Timur Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2018). 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT  SBA memiliki sebagian data 

dan informasi  tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. 
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2. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. SBA memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam 

: SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, SOP 

Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP 

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP 

Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Sosialisasi Terpadu, SOP Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK). 

 

3. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT SBA tertuang 

dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012 - 2021 & Revisinya, RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan 

MoU Kemitraan dengan Masyarakat sekitar areal (Tahun 2021 terdapat 2 MoU PHBM) 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana kelola sosial yang terdapat dalam RKTUPHHK-HT PT 

SBA Tahun 2021 tidak sinkron dengan rencana kelola sosial yang tercantum dalam dokumen 

RKUPHHK-HT PT SBA Periode Tahun 2012 - 2021.  

PT SBA tidak memiliki dokumen Rencana Opersional Kelola Sosial/Project Plan Tahun 2021, 

kegiatan CSR berdasarkan rencana dalam RKT dan Usulan/proposal dari masyarakat sekitar yang 

telah mendapat persetujuan dari pimpinan perusahaan. 

PT SBA memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun tidak lengkap dan kurang jelas. 

 

4. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pendekatan Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  PT SBA  

terhadap masyarakat sekitar : 

1. Dalam Realisasi Kelola Sosial/CSR PT SBA Tahun 2021,atau sebesar 50,68 %. 

2. Kerjasama Kemitraan sebesar 33,33 % ( 1 desa dari 3 desa binaan) 

3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2021, atau sebesar 4,0 % 

4. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, atau sebesar 50,00 % 

5. Realisasi Tanaman Kehidupan Tahun 2020, atau sebesar 15,60 % 

Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  oleh PT SBA terhadap 

masyarakat sekitar sebesar : 

        (50,68 + 33,33 + 4,0 +  50,00 + 15,60 ) %  :  5 =  30,72  % ( < 50 %) 

5. Verifier 4.3.5 : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT. SBA memiliki bukti yang lengkap laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat 

kepada para pihak  (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang 
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 dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Comdev, Pembayaran Fee Kayu Alam, 

Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah 

sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh dan BPJS Ketenagakerjaan/BPJS 

Kesehatan). 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

1.4.d  Indikator 4.4 : Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik  

1. Verifier 4.4.1 : Tersedianya mekanisme resolusi konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik  tertuang dalam SOP Penanganan 

Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik 

Lahan, dan telah merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan 

Produksi sebagai referensinya. 

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial PT SBA dan wakil masyarakat, dalam 

menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi 

dengan Aparat Pemerintah Desa yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, apabila 

terkait hukum melibatkan Muspika setempat dalam penanganan penyelesaian konflik. 

2. Verifier 4.4.2 : Tersedia peta konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-3, PT SBA telah melakukan identifikasi terhadap areal yang bermasalah 

(klaim lahan) yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2021 yang 

dilengkapi dengan Peta Sebaran Klaim Lahan  yang berada di dalam areal IUPHHK-HT PT SBA. 

PT SBA telah menyusun Laporan Pemetaan konflik Tahun 2021 terkait isu dominan serta para 

pihak yang terlibat, namun belum ditindaklanjuti sesuai dengan Perdirjen PHPL  No. 

P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik pada Pemegang 

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi dan melaporkan kepada Instansi 

terkait (dibuktikan dengan tanda terima). 

 

3. Verifier 4.4.3 : Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA memiliki Struktur atau Lembaga Penyelesaian Konflik sesusia dengan SK Direksi No: 

04/DIR/SBA/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik dengan 

SDM yang cukup dalam penanganan konflik yang timbul dengan mengikutsertakan Pihak 

Eksternal dalam hal ini Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, Muspika dan 

Instansi terkait lainnya dalam menangani kasus atau konflik yang timbul, serta didukung dengan 

pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik dengan tersedianya Budget yang cukup 

untuk Penyelesaian Konflik Tahun 2021. 

4. Verifier 4.4.4 : Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-3, PT SBA telah menyelesaikan Klaim lahan dengan Pemberian Tali 

Asih maupun dengan Kemitraan PHBM, akan tetapi tidak tersedia kronologis penyelesaian 

konfliknya. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SBA memiliki Laporan Pemetaan Konflik 

Tahun 2021, namun belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, 

namun belum dibuat secara periodik ( setiap semester) dan disampaikan ke Instansi terkait 

(sesuai pasal 4). 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

: BAIK dengan nilai mencapai  83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

1.4.e  Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja 

1. Verifier 4.5.1 : Adanya hubungan industrial 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA telah memiliki PP yang telah disahkan oleh Instansi terkait dengan masa berlaku sampai 

23 Januari 2023 dan telah disosialisasikan kepada karyawannya terutama karyawan baru 

(terdapat bukti absensi). 

Di Lingkungan PT SBA belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah 

mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk 

membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat 

Keputusan Direksi PT SBA Nomor: 05/HR/SBA/I/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Kebijakan 

Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. 

PT SBA juga memiliki SOP Hubungan Industrial yang mengatur mekanisme hubungan industrial 

antara Perusahaan dengan tenaga kerjanya/karyawannya. 

Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang 

ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk 

kerja sebagai karyawan Perusahaan. 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SBA, diperoleh informasi bahwa PT SBA 

telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan 

berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Kutai Timur yang berlaku sesuai 

dengan perundangan yang berlaku. 

2. Verifier 4.5.2 : Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT  SBA telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang 

dalam PP PT SBA Periode Tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 42 tentang Pendidikan & Pelatihan 

Kerja dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. PT SBA telah mengimplementasikan 

dalam Rencana & Realisasi Training/Pelatihan Tahun  2021 dengan Realsasi Prosentase Jenis 

Pelatihan sebesar 81,82 % dan Prosentase Peserta 103 %, akan tetapi PT SBA tidak 

merencanakan pelatihan Ganis padahal masih terdapat kekurangan beberapa Ganis. 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SBA memiliki 8 orang GANISPHPL (yang eksis di 

lapangan)  terdiri dari Kurpet = 1, Canhut = 1, Nenhut = 1 orang, Binhut = 2 orang dan PKB-R = 

3 orang,  dan masih terdapat kekurangan Ganis antara lain : Ganis Canhut dan Nenhut, masing-

masing 1 orang. 

3. Verifier 4.5.3 : Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen 

Peraturan Perusahaan PT SBA Periode Tahun 2021 - 2023 Bab II Pasal 10 tentang Promosi dan 

SOP terkait jenjang karir serta terdapat implementasi SK HRD Manager terkait promosi karyawan 

sesuai dengan mekanisme yang ada. 

Berdasarkan telaahan terhadap Struktur Organisasi PT SBA dan Job Desc. sesuai SK Direksi No. 

013/SBA/DIR/III/2020  tanggal 3 Maret 2020, masih terdapat perangkapan beberapa jabatan yang 

kosong oleh satu orang. 

Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT SBA telah memiliki dokumen standar 

jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP terkait Jenjang 

Karir, dan baru sebagian yang telah diimplementasikan. 

4. Verifier 4.5.4 : Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SBA memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan PT SBA Periode 2021-2023 Bab VI – Bab VIII Pasal 27 – 39, Bukti Setor Pembayaran 

BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan Kesehatan Tahun 2021, terdapat Contoh Kartu Peserta 

BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan dan telah diimplementasikan. 

Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SBA serta hasil observasi lapangan 

fasilitas kesejehateraan karyawan di Base Camp KM 30 PT SBA, diperoleh informasi bahwa PT 

SBA telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar 

tiap bulan dan diatas UMK Kab. Kutim yang berlaku, pemenuhan fasilitas kesejahteran karyawan 

seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, seragam kerja, alat-alat safety, sarana 

ibadah, sarana olahraga dan sarana hiburan tersedia cukup lengkap dan representatif, serta 

terdapat Klinik Perusahaan di Camp dilengkapi dengan Tenaga Medis 1 orang Dokter, 2 orang 

Paramedis dan 1 Bidan serta dilengkapi dengan mobil Ambulance.  

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

: BAIK  dengan nilai mencapai  83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

 

2.   STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  

2.1  Prinsip 1 : Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.313/Menhut-

II/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Terdapat kelengkapan Peta Lampiran SK IUPHHK-HT berupa 

Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman PT Santan 

Borneo Abadi di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 37.825 Ha Skala 1 : 

100.000, yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2011 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli 

Hasan dan distempel Kementerian Kehutanan 

2. Verifier 1.1.1.b : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 

Tanaman (SPP IIUPHHK-HT) Atas Areal seluas 37.825 Ha melalui Surat Nomor: S.695/VI-

BIKPHH/2011 tanggal 29 Juli 2011 oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang ditanda 

tangani oleh Iman Santoso /NIP. 19530922 198203 1 001 dan terdapat Bukti setor IIUPHHK-HT 
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oleh PT Santan Borneo Abadi dilakukan via Transfer melalui Bank ICB Bumi Putera tanggal 04 

Agustus 2011 sejumlah Rp 98.345.000,- sesuai SPP Nomor: S.695/VI-BIKPHH/2011 tanggal 29 

Juli 2011 

3. Verifier 1.1.1.c : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada areal IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar 

IUPHHK yaitu ; 

a. IPPKH PT Indexim Coalindo sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.837/Menhut-

II/2014 Luas 5.732,72 tanggal 29 September 2014 

b. IPPKH PT Ganda Alam Makmur sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 

SK.888/Menlhk/setjen/PLA.0 tanggal 18 Oktober 2019 seluas 975,93 Ha 

c. IPPKH PT Ganda Alam Makmur sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor SK.889/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019  Luas 

866,33 Ha . 

d. Izin HGU Perkebunan kelapa sawit PT Telen Nomor SK.38-HGU-BPN-RI 2007 tanggal 18 

September 2007 yang overlapping dengan areal seluas ± 700 Ha dan telah ditanami kelapa 

sawit seluas 306,6 Ha. 

e. Izin HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wahana Tunggal Cemerlang terdapat overlapping 

dengan areal seluas ± 282,8 Ha 

 

 

1.2 Prinsip 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat 

yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen RKUPHHK-HT : 

1. Dokumen RKUPHHK-HTI PT Santan Borneo Abadi  yang telah disetujui dan disahkan 

berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT Santan Borneo Abadi Nomor SK.47/VI-

BUHT/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 – 

2021 Atas nama PT Santan Borneo Abadi  di Provinsi Kalimantan Timur, beserta peta 

lampirannya  

2. PT Santan Borneo Abadi telah selesai melakukan revisi dokumen RKUPHHK-HTI periode 

2012 – 2021 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan No. SK. 5288/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 

beserta peta lampirannya. 

3. Karena Dokumen RKUPHHK-HT periode 2012-2021 akan habis masih berlaku pada tanggal 

31 Desember 2021. PT Santan Borneo Abadi telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HT 

periode 2022-2031, sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1250/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 

Maret 2021 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun 

periode tahun 2022-2031 an. PT Santan Borneo Abadi di Provinsi Kalimantan Timur.  

Dokumen ditetapkan di Jakarta an Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Plt.Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ttd Dr.Ir. Bambang 
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Hendroyono,MM.NIP.19640930 198903 1001, Salinan sesuai dengan aslinya d,Kepala 

Bagian hukum dan Kerjasama Teknik (Fahrurraza, SH NIP. 19631015 199403 1002. 

2. Verifier 2.1.1.b : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di 

lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 skala 1 : 

50.000  yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan 

Sungai, dan Kawasan Lindung dan terbukti keberadaannya di lapangan, yaitu : 

- Areal Konservasi (KPPN) pada koordinat N 01o 05’ 09’’ dan E 117o 34’ 42,0’’ 

- Sempadan sungai bulungan pada koordinat N 01o 08’ 15,44’’ dan E 117o 38’ 48,43’’ 

- Sempadan sungai Sei anak Baay koordinat N 01o 04’ 32’’ dan E 117o 36’ 59’’ 

- Sempadan sungai Sei anak Baay koordinat N 01o 02’ 37’’ dan E 117o 34’ 29’’ 

- Sempadan sungai Sei anak Baay koordinat N 01o 02’ 22’’ dan E 117o 35’ 36’’ 

- Sempadan Sungai Sei Baay koordinat N 01o 05’ 4’’ dan E 117o 34’ 38’’ 

3 Verifier 2.1.1.c : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap) berupa peta lampiran RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2021 dan 2020 skala 1 : 50.000  , posisi blok tebangan benar dan terbukti di 

lapangan, yaitu : 

- Terdapat Plang RKT 2020 pada posisi koordinat 1 °12’21,4’’ N, dan 117° 42’0,1’’E 

- Batas petak C 720 RKT 2020 pada koordinat 1° 09’52,8’’ N dan 117 °40’13,6’’ E 

- Plang RKT 2021 pada posisi koordinat 1° 10’26,4’’ N dan 117° 40’37,8’’E 

- Batas petak A 477 dan A 493 batas RKT 2021 dan 2019 pada koordinat 1° 10’45,8 N dan 

117° 40’48,5’’E 

- Batas petak a 407 RKT 2021 pada koordinat 1°12’35,2’’ N dan 117°40’22,5’’E 

- Sempadan sungai Sei Bulungan pada koordinat 1° 8’15,44’’ N dan 117° 38’48,4’’E 

4 Verifier 2.2.1.a : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam 

proses) dengan lampiran-lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen RKUPHHK-HT : 

1. Dokumen RKUPHHK-HTI PT SBA yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK 

Persetujuan RKUPHHK-HTI PT Santan Borneo Abadi Nomor SK.47/VI-BUHT/2012 tentang 

Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri 

untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 – 2021 Atas nama PT Santan 

Borneo Abadi  di Provinsi Kalimantan Timur, beserta peta lampirannya  

2. PT Santan Borneo Abadi telah selesai melakukan revisi dokumen RKUPHHK-HTI periode 

2012 – 2021 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan No. SK. 5288/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 5/2019 tanggal 31 Mei 2019 

beserta peta lampirannya. 

3. Karena Dokumen RKUPHHK-HT periode 2012-2021 akan habis masih berlaku pada tanggal 

31 Desember 2021. PT SBA telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HT periode 2022-2031, 

sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor SK.1250/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 3/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang 

Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun periode tahun 2022-

2031 an. PT SBA di Prov. Kalimantan Timur.  Dokumen ditetapkan di Jakarta an Menteri 

Lingkungan hidup dan Kehutanan Plt.Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
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Ttd Dr.Ir. Bambang Hendroyono,MM.NIP.19640930 198903 1001, Salinan sesuai dengan 

aslinya, Kepala Bagian hukum dan Kerjasama Teknik (Fahrurraza, SH NIP. 19631015 

199403 1002. 

5 Verifier 2.2.1.b : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen 

RKT IUPHHK-HT tahun 2020 dan 2021 dan kenyataan di lapangan. Realisasi produksi tahun 2020 

(Carry Over 2019) adalah 5.007,66 M3 dan realisasi tahun 2020 adalah 25,33 M3. Realisasi 

produksi sd. Oktober sebesar 1.272,01 M3. 

 

 

1.3 Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 3.1.1. : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi mempunyai dokumen LHP yang telah disahkan oleh pertugas Pembuat 

LHP Demas Syahputra Register 04210015710 dan berdasarkan uji petik fisik kayu dilapangan 

terdapat kesesuain jumlah, jenis dan terdapat perbedaan volume kurang dari 5% dan nomor 

batang di LHP dapat ditemukan di TPK hutan. 

Realisasi LHP TAhun 2020 dan 2021 (sd Oktober 2021) 

1. Jumlah LHP dari produksi Hutan alam/LOA pada Bulan November 2020-Oktober 2021 

sebanyak 28 LHP dengan jumlah btg sebanyak 2.322,22 btg dan Volume sebesar 2.452,03 

M3. 

2. Jumlah LHP dari Hutan tanaman pada Tahun 2021 sampai Oktober 2021 sebanyak 20 LHP 

dengan produksi sebanyak  241.578,71 SM atau 142.531,45 M3. 

2 Verifier 3.1.2. : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara 

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke Indutrsi dilengkapi dengan dokumen 

skshhk dan diterbitkan oleh petugas yang sah dan hasil uji petik terhadap stok kayu di TPK hutan 

menunjukan kesesuaian. 

Penerbitan Dokumen SKSHHK November 2020-Oktober 2021 adalah : 

- Penerbitan SKSHHK (hutan alam) Dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/ Loading Point 

menggunakan Logging Truck sebanyak 45 Set sejumlah 1.180 Batang dengan Volume 

1.634,37 M3  

- Penerbitan SKSHHK (hutan tanaman) Dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/ Loading Point 

menggunakan Logging Truck sebanyak 4.001 Set sejumlah 230.516,39 SM dengan 

Volume 1.634,37 M3 dan 230.516,39 SM dan 135.957,76 M3. 

- Penerbitan SKSHHK (hutan alam) dari TPK antara ke Industri diterbitkan sebanyak 5 set 

SKSHHK dengan total 1.517 btg dan 2.252,48 M3. 

- Penerbitan SKSHHK (hutan alam) dari TPK hutan ke industri diterbitkan 33 set SKSHHK 

sejumlah 566 btg dan Volume 273,23 M3 (menggunakan truck). 

- Penerbitan  SKSHHK (hutan tanaman) Dari TPK Antara menuju industri menggunakan 29 

set SKSHHK sejumlah 171.640,47 btg dan 101.267,88 M3. 
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3. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. 

Nilai : Not Applicable /NA 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

: PT Santan Borneo Abadi merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada 

Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.a 

diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Santan 

Borneo Abadi 

4. Verifier 3.1.3.b : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin 

Nilai : Not Applicable /NA 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada 

Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.b. 

diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Santan 

Borneo Abadi 

5. Verifier 3.1.4 : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan tanaman 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia dokumen SKSKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). 

1. Semua dokumen SKSHHK Hutan yang diterbitkan dilengkapi Daftar Kayu (KB/KBS/KBK) dan 

dibuat oleh oleh Penerbit yang memiliki kompetensi Ganis PHPL PKB-R sesuai Nomor 

Register dan telah diangkat oleh Pimpinan Managemen PT Santan Borneo Abadi (Direktur), 

yaitu ; 

- Luhut Parsaroan Manalu dengan No Register 04210014551 sebagai Pejabat pemeriksa 

dan penerimaan Kayu Bulat (P3KB) sesuai SK Direksi No SK -18/SBA/0909/2021 

tanggal 9 September 2021 berlaku sampai 31 Desember 2021. 

- Sunawan  Reg 04210005302 Penerbit SKSHHK di TPK Hutan sesuai dengan SK Direksi 

No. SK- 10/SBA/2403/2021 tanggal 24 Maret 2021 berlaku sampai tanggal 31 

Desember 2021. 

- Ardessius Sinaga  Reg 04210004898  Penerbit SKSHHK di TPK Antara sesuai dengan 

SK Direksi No. SK-12/SBA/2401/2021 tanggal 24 Maret 2021 berlaku sampai tanggal 

31 Desember 2021 

2. Penerbitan SKSHHK (hutan alam) Dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/ Loading Point 

menggunakan Logging Truck sebanyak 45 Set sejumlah 1.180 Batang dengan Volume 

1.634,37 M3  

3. Penerbitan SKSHHK (hutan tanaman) Dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/ Loading Point 

menggunakan Logging Truck sebanyak 4.001 Set sejumlah 230.516,39 SM dengan Volume 

1.634,37 M3 dan 230.516,39 SM dan 135.957,76 M3. 

4. Penerbitan SKSHHK (hutan alam) dari TPK antara ke Industri diterbitkan sebanyak 5 set 

SKSHHK dengan total 1.517 btg dan 2.252,48 M3. 

5. Penerbitan SKSHHK (hutan alam) dari TPK hutan ke industri diterbitkan 33 set SKSHHK 

sejumlah 566 btg dan Volume 273,23 M3 (menggunakan truck). 

6. Penerbitan  SKSHHK (hutan tanaman) Dari TPK Antara menuju industri menggunakan 29 

set SKSHHK sejumlah 171.640,47 btg dan 101.267,88 M3. 

6. Verifier 3.2.1.a : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen SPP DR/PSDH atau Rincian Pembuatan Tagihan selama periode audit yang dimiliki oleh 

PT Santan Borneo Abadi dari aplikasi SIPNBP-SIMPONI Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maka diketahui bahwa 

keberadaan dokumen tersebut tersedia lengkap sesuai dengan penerbitan dokumen LHP, dan 
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tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan MENLHK Nomor: 

P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga 

Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Ganti Rugi 

Tegakan. Total DR dan PSDH yang ditagihkan kepada PT Santan Borneo Abadi pada periode 

audit sebagai berikut: 

1. DR dengan total tagihan sebesar  : US$ 36.926,19 

2. PSDH dengan total tagihan sebesar  : Rp 1.414.507.420 

7 Verifier 3.2.1.b : Bukti Setor DR dan/atau PSDH 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi memiliki bukti setor DR dan/atau PSDH yang dapat diverifikasi telah 

dibayar LUNAS sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan (SPP) yang diterbitkan melalui 

SIPNBP-SIMPONI berdasarkan penerbitan LHP selama periode audit- 

Dalam periode audit PT Santan Borneo Abadi sebagai wajib bayar telah melakukan pembayaran 

LUNAS atas kewajiban DR dan/atau PSDH yang ditagihkan atas penerbitan LHP sesuai Bukti Setor 

dan Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan total pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut : 

1. Total Pembayaran DR  : US$ 37.967,10 

2. Total Pembayaran PSDH  : Rp 1.414.507.420 

8 Verifier 3.2.1.c : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan 

untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa pembayaran atas DR dan/atau PSDH yang dilakukan 

oleh PT Santan Borneo Abadi sudah sesuai dengan tagihan PNBP yang diterbitkan melalui SI-

PNBP-SIMPONI dan sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan sesuai dengan 

:  

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 71/MENLHK/SETJEN/ 

PHL.3/8/2016 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tariff 

atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan.  

3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas 

Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan 

untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012   

4. Permenhut Nomor P.64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan harga 

patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan 

9 Verifier 3.3.1 : Dokumen PKAPT 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 

dinyatakan bahwa  Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu 

Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 

Agustus 2018. 

10 Verifier 3.3.2 : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Penjualan Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia. Tujuan penjualan 

untuk kayu dari hutan tanaman tujuan ke PT Balikpapan Chip Lestari (Balikpapan) menggunakan 

kapal berbendera Indonesia dan Untuk kayu dari hutan alam dijual ke indusri PT Surya Kaltim 

Perdana , PT SLJ Global TBK , PT Balikpapan Chip Lestari menggunakan kapal berbendera 

Indonesia. 
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11 Verifier 3.4.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SPHPL) 

dengan Predikat “BAIK” yang telah diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan 

Sertifikat PHPL nomor 030.SPHPL.019-IDN yang berlaku terhitung mulai tanggal 15 Desember 

2018 sampai dengan 14 Desember 2023 

Tanda V-Legal PT Santan Borneo Abadi telah dibubuhkan pada label id barcode di bontos kayu 

bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan. 

 

 

1.4 Prinsip 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1 : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 1. Dokumen AMDAL PT Santan Borneo Abadi telah mendapatkan pengesahan berdasarkan 

surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 

2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk 

Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Santan Borneo Abadi dengan Luas Cadangan ± 38.680 Ha, 

Secara Administratif Berlokasi di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Karangan Kabupaten 

Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Keputusan Gubernur Kalimanatan Timur Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 2010 

ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur; H. Awang Faroek Ishak.  Lembar Salinan 

Keputusan Gubernur Kalimanatan Timur Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 2010 

ditanda tangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim; H. Sofyan Helmi, SH. M.Si, NIP. 

19560628 19602 1 004. 

2. Verifier 4.1.2.a : Dokumen RKL dan RPL. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak 

Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan 

Timur Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 2010 

3. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan 

sosial 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting : 

1. Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2020 dan Laporan 

Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2021 secara umum diverifikasi telah mencakup 

keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya. 

2. Terdapat bukti tanda terima penyampaian laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 

2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 April 2021 dan 

bukti tanda terima laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2021 kepada Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 September 2021 

3. Dapat diverifikasi di lapangan dan dapat dijumpai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan dampak penting yang terjadi. 
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1.5 Prinsip 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia pedoman/prosedur K3 dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab 

terhadap K3 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Kep.566/1709/P2K3/PPK/DTKT/2020 

tanggal 26 Agustus 2020. Susunan kepengurusan P2K3 adalah sebagai berikut : 

1. Ketua : Johanes Perangin angin 

2. Ketua pelaksana harian : Rudi Hartono Sinaga 

3. Sekretaris : Frank Kende Tonapa (ahli K3) 

Terdapat Implementasi K3 di lapangan. 

2. Verifier 5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Santan Borneo Abadi memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Peralatan K3 Keberadaan 

Sarana dan Prasarana serta Peralatan K3 diantaranya : 

- Klinik Kesehatan PT Santan Borneo Abadi yang memiliki 1 Dokter, 1 Bidan dan 2 Perawat. 

- Kotak P3K yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, TPS 

Limbah B3, dan Klinik sesuai dengan Daftar Peralatan K3. 

- APAR yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, TPS Limbah 

B3, dan Klinik sesuai dengan Daftar Peralatan K3. 

- Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (Muster Point) 

- Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3.  

- Peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan 

3. Verifier 5.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat laporan kecelakaan kerja pada tahun 2020 sebanyak 3 (Tiga) kali  dan tahun 2021 

terjadi 6 (enam) kali kecelakaan kerja dan terdapat upaya untuk menekan kecelekaan kerja 

dengan adanya program K3. 

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Santan Borneo Abadi telah memiliki kebijakan yang membolehkan karyawan untuk 

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui  Surat Keputusan Direksi PT. 

Santan Borneo Abadi No. 05/HR/SBA/I/2016 tanggal  02 Januari 2016  tentang Kebijakan 

Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Santan Borneo Abadi memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak-hak karyawan. 

Dokumen Peraturan Perusahaan PT Santan Borneo Abadi Periode Tahun 2021-2023 telah 

disahkan melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

dengan SK Nomor : KEP.560/233/B.PHI&JAMSOSTEK/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang 

Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Santan Borneo Abadi berlaku terhitung tanggal 24 Januari 

2021 s/d 23 Januari 2023. 
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6. Verifier 5.2.3 : Pekerja yang masih di bawah umur 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Santan  Borneo Abadi  tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan 

termuda adalah Tomy Rombe saat ini berusia 18 tahun 9 bulan. 

 

 

2. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR  

No. Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan/ 

Bobot Indikator 

Nilai Kinerja Maksimal 

Indikator 

1. 1.1 Baik 3 3 

2. 1.2 Sedang 2 3 

3. 1.3 Sedang 2 3 

4. 1.4 Sedang 2 3 

5. 2.1 Baik 3 3 

6. 2.2 Sedang 2 3 

7. 2.3 Baik 3 3 

8. 2.4 Sedang 2 3 

9. 2.5 Sedang 2 3 

10. 2.6 Sedang 2 3 

11. 3.1 Baik 3 3 

12. 3.2 Baik 3 3 

13. 3.3 Baik 3 3 

14. 3.4 Baik 3 3 

15. 3.5 Sedang 2 3 

16. 3.6 Baik 3 3 

17. 4.1 Sedang 2 3 

18. 4.2 Sedang 2 3 

19. 4.3 Sedang 2 3 

20. 4.4 Baik 3 3 

21. 4.5 Baik 3 3 

JUMLAH 52 63 

 

TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR 

 

52 / 63 x 100 % = 82,54 % 

tanpa verifier Dominan bernilai Buruk 
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